


Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di

1.

Undang-Undang Nomor 23 Taghun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

Indonesia Tahun 2014 Nomor

(Lembaran Negara Republik

244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indgnesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa k

nli diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara
Tahun 2020 Nomor 245, Tambah
Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 12

Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia

an Lembaran Negara

Tahun 2019 tentang

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indon¢sia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 71

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Tahun 2019 tentang
Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 185, Tambahan Lembar

Indonesia Nomor 6400);

BAB I
KETENTUAN UMUI

Pasal 1

Perangkat Daerah adalah unsur

dan Dewan Perwakilan Rakj
penyelenggaraan urusan pemeriy
kewenangan Daerah.

Retribusi Daerah yang selanjutn
adalah pungutan daerah sebagai j
atau pemberian ijin tertentu yan
dan/atau diberikan oleh Pemer
kepentingan orang pribadi atau B
Surat Ketetapan Retribusi Daer
disingkat SKRD adalah surat ket
menentukan besarnya jumlah g

terhutang.

an Negara Republik

M

maksud dengan:
pembantu Wali Kota
vat Daerah dalam

itahan yang menjadi

yva disebut Retribusi
pembayaran atas jasa
g khusus disediakan
intah Daerah untuk
adan.

ah yang selanjutnya
ctapan retribusi yang

»okok retribusi yang

4. Wajib...




Maksud dari Peraturan Wali Kota in
sentralisasi semua pembayaran Ret
Pembayaran guna percepatan elek

Pemerintah Daerah.

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini ad

-3 -

Wajib Retribusi adalah orang prili
menurut peraturan perundang-u
untuk melakukan pembayaran
pemungut retribusi tertentu.

Kode

digunakan sebagai identitas pemb

Pembayaran adalah

Billing Center adalah sistem ygq

adi atau badan yang
ndangan diwajibkan

retribusi, termasuk

susunan angka yang

ayaran.

ng berfungsi untuk

menerbitkan Kode Pembayaran secara terpusat yang

sudah terhubung dengan jaringan
Sentralisasi Billing Retribusi DaerT
yang selanjutnya disebut Sentrali
adalah
Perangkat Daerah Pengelola Retri

Pe

pemusatan Pengelolaﬁ

memiliki Sistem Informasi

maupun yang belum memiliki

Pengelolaan Retribusi ke dalam B
Host to Host adalah metode unt
Sistem Pengelolaan Retribusi deng
Modul Helper adalah modul yz:
Perangkat Daerah Pengelola Rg¢
memiliki Sistem Informasi Pengelg

menerbitkan Kode Pembayaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJU

Pasal 2

|

Pasal 3

211

tronifikasi

perbankan.
ah secara Elektronik
sasi Billing Retribusi

Retribusi dari

Busi baik yang sudah

ngelolaan Retribusi
Sistem Informasi

lling Center.

uk mengintegrasikan
yan Billing Center.

ang digunakan oleh

tribusi yang belum

vlaan Retribusi untuk

AN

1 adalah melakukan

r‘ribusi melalui Kode

transaksi

alah:

memberikan kepastian ketetapan dan pembayaran

yang sudah dilakukan oleh Wajib

Retribusi; dan

b. meningkatkan...



(1)

meningkatkan akuntabilitas peng

clolaan retribusi dari

proses pembayaran, penyusunan laporan keuangan

dan pengawasan pada setiap

Pengelola Retribusi.

BAB III

Perangkat Daerah

TATA CARA PELAKSANAAN
SENTRALISASI BILLING RETRIBUSI

Pasal 4

Sentralisasi Billing Retribusi tidak merubah proses

bisnis pengelolaan Retribusi pada Perangkat Daerah

Pengelola Retribusi.

Perangkat Daerah Pengelola R
memiliki  Sistem Informasi
mengintegrasikan sistem tersebut
melalui metode Host to Host.
Metode Host to Host sebagaimana
(2) memiliki persyaratan sistem

Retribusi adalah sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah Pengelo
memiliki sistem pengelolas
elektronik;

b.

infrastruktur jaringan untu
secara online dengan Billing (
c. Perangkat Daerah Pe
menyediakan webservice pal
digunakan sebagai media per]
sistem Billing Center.
Mekanisme metode host to host sel

dalam Lampiran I Peraturan Wali

Pasal 5
Perangkat Daerah Pengelola Ré

memiliki Sistem Informasi Pengelg

etribusi yang telah

Pengelolaan Retribusi

dengan Billing Center

dimaksud pada ayat
Sentralisasi Billing
la Retribusi sudah

in Retribusi secara

Perangkat Daerah Pengelola Retribusi memiliki

lk dapat terhubung
Center; dan
ngelola Retribusi
da sistemnya untuk

tukaran data dengan

bagaimana tercantum

Kota ini.

tribusi yang belum

blaan Retribusi dapat

menggunakan...




(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

(7)
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menggunakan layanan Modul Helper untuk membuat

Kode Pembayaran.

Tata cara pengunaan layan

an Modul Helper

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan

Wali Kota ini.

Berdasarkan SKRD yang diterbitkan dari

Informasi Pengelolaan Retribusi ya

Sistem

ng dimiliki Perangkat

Daerah Pengelola Retribusi dan layanan Modul Helper

oleh Billing Center akan diterbitkan Kode Pembayaran.

Pasal 6

Kode Pembayaran masing-masing Perangkat Daerah

Pengelola Retribusi

Lampiran III Peraturan Wali Kota

sebagaimanp tercantum dalam

ni.

Kode Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagai identitas pembayaran oleh Wajib

Retribusi.

Kode Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan pada semua kanal pembayaran yang dimiliki

oleh bank yang sudah bekerja sam

Daerah.

a dengan Pemerintah

Informasi transaksi setelah terjadi pembayaran akan

dicatat pada Billing Center dan

akan diteruskan ke

dalam Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Daerah

pada Perangkat Daerah Pengelola

Retribusi.

Perangkat Daerah Pengelola Retribusi wajib melakukan

rekonsiliasi atas nilai ketetapan

Retribusi dan nilai

pembayaran Retribusi dengan baer yang sudah bekerja

sama dengan Pemerintah Daerah.

Pembayaran Retribusi

yang

rekonsiliasi harus dilimpahkan ke

sudah dilakukan

Rekening Kas Umum

Daerah dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja

berikutnya.

Dalam hal Pembayaran Retribugi bertepatan dengan

hari libur termasuk Hari Sabtu atau hari libur nasional

termasuk hari libur

yang

diliburkan untuk

penyelenggaraan pemilihan umum dan cuti bersama

Sccara...



(1)

(3)
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secara nasional yang ditetapkal
tanggal pelimpahan ke Rekening
diundur menjadi hari kerja pertaz

hari libur dimaksud.

BAB IV
KETENTUAN PENUT

Pasal 7
Sentralisasi Billing Retribusi dilaki
dengan kesiapan Perangkat Daera
Perangkat Daerah Pengelola Re
melaksanakan Sentralisasi
pengelolaan  retribusi tetap
ketentuan peraturan perundangar
Berdasarkan kesiapan, Perangks
Retribusi yang menggunakan la
dapat mengembangkan Sistem I1

Retribusi.

Pasal 8

n oleh pemerintah,
; Kas Umum Daeah

ma pada saat setelah

UP

hkan bertahap sesuai
h Pengelola Retribusi.
tribusi yang belum
Billing Retribusi,
berpedoman pada
1.

at Daerah Pengelola
yanan Modul Helper

nformasi Pengelolaan

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuiny
pengundangan  Peraturan  Wali

penempatannya dalam Berita Daerah K

Va,

Kota

memerintahkan

ini dengan

(ota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tangga
fWALI KOTA

1

GIBRAN RAKA
L

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 17 November 2023
SEKRETARIS DAY RAH W SURAKARTA

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NON

1

1OR

17 November 2023

SURAKARTA,

\BUMING RAKAJy

43



LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA
SURAKARTA

NOMOR |24 TAHUN 2023
TENTANG

TATACARA PELAKSANAAN

SENTRALISASI

BILLING

RETRIBUSI DAERAH SECARA

ELEKTRO

INIK

MEKANISME AKSES HOST TO HOST

Mekanisme akses Host to Host antara Sistem Pengelolaan Retribusi Daerah

dengan Billing Center sebagai berikut:

1.

Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melakukan penetapan SKRD pada

sistem yang digunakan.

SKRD yang sudah ditetapkan oleh Perangkat Daera{h Pengelola Retribusi

secara otomatis akan terkirim ke Billing Center.

Atas SKRD yang dikirimkan Perangkat Daerah Pen

pelola Retribusi maka

akan diterbitkan Kode Pembayaran oleh Billing Center.

Kode Pembayaran yang diterbitkan akan menjadi i
dari setiap SKRD.

Setelah terbit Kode Pembayaran maka secara ot

dentitas pembayaran

omatis Billing Center

akan memberikan respon terhadap Sistem Informasi Pengelolaan

Retribusi dari Perangkat Daerah Pengelola
mengirimkan Kode Pembayaran.

Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang telah
Pembayaran meneruskan informasi tersebut kep
untuk segera dilakukan pembayaran pada 1
pembayaran lain yang sudah terhubung dengan Bi
Monitoring realisasi SKRD yang diterbitkan Perang
Retribusi dapat menggunakan informasi yang di

Center.

Retribusi dengan
mendapatkan Kode
rada Wajib Retribusi
pank atau jaringan
lling Center.

kat Daerah Pengelola
sediakan oleh Billing




8. Data yang ditampilkan oleh Billing Center digunakan Perangkat Daerah

Pengelola Retribusi untuk melakukan rekonsiliasi qtas pelimpahan dana

oleh Bank.

« WALI KOTA SURAKARTA,

/f
GIBRAN RAKABUMING RAKA (ﬁ'




Mekanisme akses Modul Helper yang disediakan oleh B|
berikut:
1.

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA
SURAKARTA

NOMOR |24 TAHUN 2023
TENTANG

TATACARA PELAKSANAAN
SENTRALISASI BILLING
RETRIBUSI DAERAH SECARA
ELEKTRONIK

MEKANISME AKSES MODUL HELPE

Perangkat Daerah Pengelola Retribusi mengirimka
untuk menggunakan fasilitas pembayaran oleh H
Badan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah melakukan analisa me
Retribusi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi pet
Atas Permohonan yang telah disetujui, Badan Pend
melakukan pengaturan atas Billing Center untu
proses penerbitan SKRD dari Perangkat Daerah
pemohon.

Perangkat Daerah Pengelola Retribusi pemohon &
untuk dapat mengakses Billing Center.
Berdasarkan akun yang telah diberikan, Perangk
Retribusi dapat mengakses Billing Center sesuai d
yang diberikan.

Di dalam Billing Center, Perangkat Daerah Pengg
membuat SKRD dengan cara melakukan input
SKRD.

Atas SKRD yang sudah diterbitkan Perangka
Retribusi, Billing Center akan diterbitkan Kode Pem
Kode pembayaran yang diterbitkan akan menjadi i

dari setiap SKRD.

R

illing Center sebagaio

n surat permohonan

Billing Center kepada

kanisme pengelolaan
mohon.

lapatan Daerah akan
k dapat melakukan

Pengelola Retribusi

kan diberikan akun

at Daerah Pengelola

engan batasan akses

lola Retribusi dapat

atas masing-masing

t Daerah Pengelola
bayaran.

dentitas pembayaran







KODE PEMBAYARAN RETRIBUSI
PADA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA RE

LAMPIRAN

I1I

PERATURAN  WALI KOTA
SURAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG

TATACARA PELAKSANAAN
SENTRALISASI BILLING

RETRIBUSI DAERAH SECARA
ELEKTRONIK

TRIBUSI

Kode Pembayaran Retribusi adalah susunan angka berisi informasi yang

berhubungan dengan SKRD. Susunan kode ini bersifat

unik sehingga tidak

ada kode yang terbentuk ganda. Informasi yang berada didalam susunan

Kode Pembayaran ini adalah sebagai berikut:
A. Kode Pembayaran
Susunannya adalah seperti di bawah ini:
I
2.

Kode Pembayaran terdiri daril5 digit angka,;

Format angka yang terbentuk adalah sebagai berikut:

72
AA

BBB

MM

“72AABBBYYMMXXXX”

2 (dua) digit yang berarti kode daerah;

2 (dua) digit yang berarti kode

Pengelola Retribusi;

3 (tiga) digit kode jenis Retribusij

Perangkat Daerah

2 (dua) digit berisi tahun dalam angka penerbitan

SKRD;

2 (dua) digit berisi bulan dalam angka penerbitan

SKRD;

(empat) digit nomor urut SKRD.







03

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

3.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

3.02 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

3.03 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan

Angkutan Umum

3.06 | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing (IMTA)

f WALI KOTA

GIBRAN RAKA
G~

SURAKARTA,

rBUMING RAKA




